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Pendahuluan

®* Kawasan konservasi memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi
keanekaragaman hayati, bukan sebagai ruang bebas untuk aktivitas manusia. Salah satunya
adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo yang mencakup kawasan Gunung Arjuno dan
Welirang yang terletak di perbatasan Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Mojokerto dan Kota Batu. Terdapat kawasan Cagar alam yang seluas 27.868,30 hektar di area
Gunung Arjuno dan Gunung Welirang yang terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya.
Kawasan ini didominasi oleh hutan lindung yang mencakup area seluas 22.908,3 hektar, memiliki
nilai ekologis tinggi, serta menjadi rumah bagi spesies langka dan terancam punah.

®* namun kini terancam oleh aktivitas trail ilegal yang menimbulkan kerusakan ekologis serius.
kegiatan ftrail di kawasan konservasi dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap
larangan yang tfertera dalom Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber
Daya Alom Hayati dan Ekosistemnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang
tegas terhadap pelaku ftrail ilegal di kawasan konservasi. Selain untuk menjaga keutuhan
lingkungan, penegakan hukum juga menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam
melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah regulasi yang berlaku bagi kawasan konservasi sudah memberi
perlindungan hukum yang memadahi dari kegiatan trail yang potensial
merusak kawasane
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu
endekatan normdatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif  dilakukan melalui  analisis
erhodoETpero’ruron perundang-undangan, khususnya UU No. 32 Tahun 2024 sebagai perubahan afas

UU No. ahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sementara ifu,

pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan

stakeholder terkait untuk memperoleh data primer mengenai implementasi penegakan hukum di

kawasan TAHURA Raden Soerjo.

Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan
hukum sekunder seperti jurnal iimiah dan literatur hukum Im%kungon,,ser’ro bahan hukum tersier berupa
artikel ilmiah, dan media massa. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pengelola
TAHURA, polisi kehutanan, dan masyarakat lokal, disertai observasi kondisi kerusakan lingkungan.

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui transkripsi, pengelompokan berdasarkan bentuk
pelanggaran, dampak ekosistem, kendala penegakan hukum, dan efekfivitas regulasi. Validasi
dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan keakuratan temuan.
Analisis data menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dengan lima faktor utama, yaitu
faktor hukum, penégak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta Kebudayaan. Teknik analisis
mencakup analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual, interpretif untuk mengaitkan temuan
dengan teori, evaluatif untuk menilai efektivitas regulasi, serta prediktif untuk merumuskan rekomendasi
perbaikan sistem penegakan hukum konservasi.
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Hasil

* Dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas trail ilegal di kawasan konservasi TAHURA
Raden Soerjo menimbulkan tiga bentuk pelanggaran utama, yaitu pelanggaran
administratif berupa akses masuk tanpa izin, pelanggaran ekologis berupa perusakan
vegetasi, habitat satwa liar, serta pencemaran tanah dan air, dan pelanggaran fungsi
kawasan konservasi dengan mengalihkannya menjadi arena rekreasi ilegal.

* Di lapangan, penegakan hukum terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia,
sarana prasarana,lemahnya regulasi yang ada, kemudian koordinasi antar instansi, serta
rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menganggap kawasan konservasi
dapat dimanfaatkan secara bebas.
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Pembahasan

* Berdasarkan teori efekfivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat lma faktor yang
memengaruhi berhasil tidaknya suatu penegakan hukum, yakni faktor hukum, faktor
penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut mengalami kendala serius
dalaom konteks penegakan hukum terhadap aktivitas trail di TAHURA Raden Soerjo,
sehingga menurunkan efektivitas perlindungan kawasan konservasi.

1. Fakior Hukum(Substansi): Dari segi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2024 memang telah memperkuat ancaman pidana dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun
1990, namun masih mewarisi kelemahan mendasar berupa ambiguitas norma. Pasal 19
tentang larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan “perubahan keutuhan
kawasan” tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai parameter kerusakan
atau ambang batas akfivitas yang dikategorikan sebagai pelanggaran, serta penerapan
sanksi yang dinilai kurang proposional.
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Pembahasan

2. Fakior Penegak Hukum (Struktur): Keterbatasan sumber daya, seperti rasio polisi
kehutanan yang tidak memadai kurang lebih (1:1000 hektar), serta koordinasi yang lemah
antar lembaga, menghambat upaya penegakan hukum. Selain itu, minimnya sarana seperti
kendaraan dan teknologi modern, serta inkonsistensi dalam penindakan hukum (sering
hanya berupa teguran ringan) membuat pelanggaran seperti aktivitas trail sulit dicegah
dan fidak menimbulkan efek jera.

3. Keterbatasan Sarana dan Fasilitas: Kurangnya dana operasional dan teknologi modern
seperti drone dan sensor menghambat pengawasan, patroli, dan deteksi dini pelanggaran.
Akibatnya, aparat sering terlambat menindak, dan kerusakan lingkungan sudah terlanjur
terjadi.

4. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat: Banyaok warga dan komunitas, terutama
komunitas frail, tidak memahami bahwa kawasan konservasi adalah area yang harus
dilindungi secara ketat. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat mereka cenderung
membiarkan atau bahkan terlibat dalam kegiatan tersebut.
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Pembahasan

5. Faktor Kebudayaan: Aktivitas trail ilegal dianggap sebagai hobi atau rekreasi yang wajar,
sehingga pelanggaran ini menjadi hal yang lumrah. Normalisasi ini membuat kegiatan ilegal
sering dilakukan secara terorganisir, menjadikannya fenomena sosial yang sulit dihentikan
hanya dengan penindakan.

Secara keseluruhan, lemahnya penegakan hukum ini bukan hanya disebabkan oleh masalah
regulasi, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang lemah dan budaya hukum masyarakat
yang rendah. Unfuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dengan
mengintegrasikan perbaikan hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan kesadaran
masyarakat secara sinergis.
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Temuan Penting Penelitian

®* Regulasi yang ada belum efektif: Penelitian ini menemukan bahwa UU No. 32 Tahun 2024
belum efektif dalam mencegah aktivitas trail ilegal karena mewarisi kelemahan mendasar
dari regulasi sebelumnya, yaitu ketidakjelasan definisi kerusakan dan sistem sanksi yang
tidak proporsional.

* Kelemahan penegakan hukum fidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dari
kelemahan struktural kelembagaan dan rendahnya budaya hukum masyarakat.

* Perlunya Pendekatan Terpadu: Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang
holistik yang meliputi penyempurnaan hukum (substansi), penguatan kelembagaan
(struktur), dan transformasi budaya hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.
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Manfaat Penelitian

®* Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi
untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan konservasi.
Rekomendasi yang diberikan dapat membantu dalam perbaikan substansi hukum, penguatan
kelembagaan, dan modernisasi sistem pengawasan.

Bagi Masyarakat dan Komunitas: Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan
komunitas trail mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi, serta mendorong kesadaran hukum
untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

®* Manfaat Teoritis

Pengembangan limu Hukum Lingkungan: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan
iImu hukum lingkungan dengan menganalisis efekfivitas penegakan hukum dalam konteks perlindungan
kawasan konservasi.
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